
Menimbang: a.

Mengingat: 1.

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2l t*tvN 2ot2

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2OI3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

batrwa dalam rangka penyusunan Reneana Keda Angaran
s"t rrn Keda perangtat Daeratr (RKA-SKPD) ditinghrngan
Pemerintah 

-Kabupaten Musi Rawas Tatrun 2013'
dipandang perlu menetapkan standar Biaya Tatrun Angsamn
2013;

batrwa berdasarkan ketenhran pasal 2 ayat (1) hump c
Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tatrun 2OL2

ientang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dart
Belanji Daeratr Tatrun Angaran 2oL3, Standar Biaya T*t"q
Arrgg,it*t 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Musi Rawas tentang standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenhrkan
Daerah- Tinglat II dan Kotapraja di sumatera selatan
(Irmbaran Negar" RI Tatrun 1959 Nomor 73, Tambatran
kmbaran Negara RI Nomor 1821);

undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyednggaraan Nefara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi d; Nepotisme (6mbaran Negara RI Tahun L999
Nomor 75; Tambahal kmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undalg Nomor L7 Tatrun 2OOg tentang Keualgart
Negara- (kmbaran Negara RI Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan kmbaran Negara RI Nomor a2861;

undang-undang Nomor 1 Tatrun 2oo4 tentang
Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambatran kmbaran Negara RI Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan leg-ara
geriUaran Negara RI Tatrgn 2OO4 Nomor 6, Tambahart
Lembaran Negara RI Nomor aaOO);

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI

Tahun 2oo4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara RI

Nomor aa2\;
undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
pemeriitahan baerah (6mbaran Negara RI Tatrun 2OO4

Nomor !25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44371

sebagaimana telah diubatr beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembahart
Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahan Daerah (kmbaran Negara RI Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara RI Nomor 48aa\

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuan[an antara Pemerintatr Rrsat dan Pemerintatran Daerah
(Irmbaran Negara RI Tatrun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor aa38l;

8.

9. Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tatrun 2OOS tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah (trmbaran Negara RI Tahun
2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5a78);

1O. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintatr Daerah, (fumbaran Negara RI Tahun 2OO5 Nomor
165 Tambahan kmbaran Negara RI Nomor a593);

1 1. Perahrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Umsan Pemerintatr antara Pemerintatr,
Pemerintatran Daerah Provinsi dan Pemerintatran Daerah
Ihbupaten/Kota (kmbaran Negara RI Tahun 2OO7 Nomor 85,
Tambatran Irmbaran Negara RI Nomor a7371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tatrun 2O1O tentang Standar
ekuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tatrun 2010
Nomor 123, Tambatran Lembaran Negara RI nomor 5165);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tatrun 2010 t€ntang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Perattrran Presiden Nomor 7O
Tatrun 2Ot2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pnesiden Nomor 54 Tatrun 2010 tentang Pengadaart
Barang/ Jasa Pemerintah ;

14. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr, sebagaimana
telatr diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2OlL tentang Perubatran
Kedua Atas Perahuan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
20lCl6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8
tentang Tata Cara Penatausatraan dan Pen5rusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendatrara serta Penyampaiannya;
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Menetapkan

16. Perahrran Menteri Keuangan Nomor 37lPMK.O2l2Ol2 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

17. Perattrran Menteri Datam Negeri Nomor 37 Tatrun 2OL2

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dart

Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2013;

18. Perahrran Daeratr Ikbupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
I(abupaten lti-usi Rawas (kmbaran Daerah I(abupaten Musi
Rawas Tatrun 2OOB Nomor 7);

IETUIUSKAIT:

: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STAT{DAR

BI.AYA TAHUN ANGGARAN 2OL3.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4.

5.

Kabupaten adalah l(abupaten Musi Rawas
pemerintatr l(abupaten adalatr Pemerintatr l(abupaten Musi Rawas

Bupati adalatr BuPati Musi Rawas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalatr DPRD I(abupaten Musi Rawas-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, yang selanjutnya disingkat
epilO adalatr *rr"r1" keuangan tatrunan pemerintatr I(abupaten Musi
iL*"" V*rg dibatras dan disettrjui bersama oleh pemerintah daeratr dart

DPRD, aan ditetapt<an dengan peraturan daerah'

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

peranglat daerah 
- pada pemerintatr l(abupaten selaku pengguna

anggaran/ pengguna barang.
Pegawai Negeri SiPil yang selanjutnya disebut- PNS adalah setiap wgrga

""E* nepiUtit< I;d;esia yang telatr mernenuhi syarat yang-ditenhrkan,
aiirgt<at ot"t p"3"U"t yang berwenang dan-diserahi ttrgas dalarn suatu
jaUa6n dalam nigeri dan digajinya berdasarkan perahran perundangan-

undangan yang berlalnr.
pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PIT adalatr Pegawai yang

aiirgkat untuk j""gk"- wakhr tertentu guna melaksanakan tugas
p"*Jrint"f,an dan pJmbangunan yang [rsifat teknis profesional dan

"d*ini"tr""i 
sesr.rai d"ngrn liebutrrhan dan kemampuan organisasi.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daeratr yang selanjutnya disinglrat PPKD

"a"Ufr 
kepJa satrran kerjJpengelola keuangan daerah yang selarrjutnya

disebut dlngan kepala Sfpfp- yang mempunyai tugts mglaksanakan
pengelolaan apgp dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara

umrrm daerah.
Bendatrara umum Daeratr yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

ya11g bertindak dalam t<apasital sebagai Bendaharan Umum Daerah.

7.

8.

9.

10.



11.

t2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberikan lmasa unhrk melaksanalen tugas BUD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalatr
Pejabat yang memperoleh lmasa dari Pengguna Anggaran unhrk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Sahran Kerja Perangkat Daeratr yang bersangkutan.
Pejabat Penguji Surat Perintatr Membayar yang selanjutnya disingkat
Pejabat Fenguji SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh
pengguna anggaran unhrk meneliti kembali dokumen-dolnrmen sebelum
SPM-SKPD ditandatangani oleh pengguna anggaran, dan merupakan
atasan langsung Pejabat Penatausatraan Keuangan SKPD.
Pejabat Penatausatraan Keuangan SKPD yang selanjut disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usatra keuangan
pada SKPD.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang dihmjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelahsanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalatr pejabat fungsional )'ang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausatrakan, den
mempertanggungiawabkan uang unttrk keperluan belar{a daeratr dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalatr
pejabat )'ang berwenang dan bertanggung jawab melalrukan koordinasi
pengelolaan barang milik daeratr.
Pembanttr pengelola barang milik daerh selanjutnya disebut disebut
pembanhr pengelola adalah pejabat yang bertanggungiawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang
ada pada satuan kerja perangkat daerah.
Penggunaan barang milik daeratr selanjutnya disebut pengguna adalatr
pejabat pemegang kewenagan penggunaan milik daeratr.
Kuasa penggunaan barang milik deratr adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna unhrk menggunakan barang milik
daeratr yang berada ddam penguasaannya.
Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diseratri hrgas
unttrk menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang.
Pengums barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi hrgas unhrk
mengurus barang daerah dalam pnosles pemakaian yang ada di setiap
satuan kerja perangkat daerah/unit keda.
Pejabat Pel,aksana Teknisi Kegiatan yang selanjut disingkata PPTK adalah
pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
program/kegiatan.
Perjalanan Dinas Jabatan adalatr Perjalanan Dinas melewati batas daeratr
dan/atau dalam daeratr dari tempat kedudukan ke tempat yang dihrju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri.

21.

22.

23.

24.

25.
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27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak L,ain.

Pelaksana SPD addah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai fidak
Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
Ietmpsum adalah suatu jumlah uang yang telatr dihitung terlebih dahulu
(pre - alanlated a maunts dan dibayar sekaligus.
Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebuhrhan riil
(at cos| berdaear ketentrran berlaku.
Perhihrngan Rampung adalah perhihrngan biaya Perjalanan Dinas yang
dihihrng riil berdasarkan ketenhran berlaku.
Tempat Kedudukan adalatr lokasi kantor/SKPD.
Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi hrjuan Perjalanan
Dinas.
Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjut disingfut RKA-SKPD
adalatr dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh
kepala SKPD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD/DPPA-SKPD adalah dolmmen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.
Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai
Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan
perhihrngan kebuhrhan anggaran RKA-SKPD/ RKPA-SKPD.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTJM adalatr pernyataan pertanggungiawaban pengguna anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis sattran biaya di luar
Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

STANDAR BI.AYA

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 berfrrngsi sebagai acuan SKPD
unhrk men5rusun RKA-SKPD/RKPA-SKPD berbasis kinerja Tahun
Anggaran 20f 3.
Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagai acuan sebagaimana
dimahsud pada ayat (1) mempakan batas tertinggi yang besaran biayanya
tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RI(A-SKPD/RKPA-SKPD Tahun
Anggaran 20f 3.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggarart
2Ol3 berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; atau
b. estimasi
Starrdar Biaya Tahun Anggaran 2Ot3 sebagaimana tercantum dalarn
Lampiran I sampai dengan Lampiran III Perahrran Bupati ini.

(l)

(21

(3)

(4)
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BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENGEI.OI.AAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah adalatr sebagai
berikut:
a. BUD.
b. Kuasa BUD.
c. Pengguna Anggaran.
d. Kuasa Pengguna Anggaran.
e. Penguji SPM SKPD.
f. PPK.SKPD.
g. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara baragg,

Bendahara Pembantu dan pembanhr Bendatrara.
h. Staf Pengelolaan Keuangan Daerah.

(21 Penanggung Jawab Fengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan humf h diberikan honorarium
berdasarkan besaran pagu yang dikelotra unhrk seluruh DPA-SKpD atau
DPPA-SKPD.

Pasal 4

(l) Pejabat Pengelolaan Keuangan tidak boleh merangkap Pejabat pel,aksana
Teknis Kegiatan dan staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

(21 PPK-SKPD dibanhr oleh staf pengelolaan keuangan daerah paling banyak
3 (tig4) orang, kecuali SKPD Setda maksimal6 (enam) orang.

(3) Jumlah keseluruhan dokasi dana unhrk honorarium Fenanggung Jawab
Pengelolaan Keuangan Daeratr pada SKPD dafam 1 (san! tahun paling
banyak 1O% (sepuluh persen) dari pagu SKPD yang dikelola.

BAB IV

PENGEI.OI.A KEGTATAN SKPD

Pasal 5

PPTK dibanhr oleh staf kegiatan PNS atau PIT dengan ketenttran sebagai
berilmt :

a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 5O.OOO.OOO,- tidak dibanhr oleh
staf kegiatan.

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5o.ooo.ooo,- sampai dengan Rp.
1OO.O@.OOO,- dibanhr oleh I (sattr) orang staf kegiatan.

c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1oo.0oo.ooo,- sampai dengan Rp.
I.OOO.OOO.@0,- dibanhr maksimum oleh 2 (dua) orang staf kegiatan.

d. Nilai pagu dana diatas Rp. r.ooo.ooo.ooo,- dibanhr maksimum oleh 3
(tiga) orang staf kegiatan.

PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu
yang dikelola pada DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

(1)

(2t



(3)
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Honorarium sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (sattr) tahun paling
banyak 48 (empat puluh delapan) orang bulan (oB) pada kegiatan yanE
dikelolanya.

IPTK_ pada Program dan kegratan pada setiap sKpD, pagu dana sampai
Rp. 50.OOO.OOO,- tidak diberikan honorarium, kecuali SKPD Kecamatan
yang kegiatannya diatas Rp. 15.ooo.ooo,- dapat diberikan honorarium.

BAB V

PF^IABAT/ PANITI.A PENGADAAN DAN
PF-.'ABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKER-IAAN

Pasal 6

(l) SKPKD dan SKPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari
PNS, PTT atau Non Pegawai yang diberikan hrgas unhrk melaksanakan
kegiatan berdasar Keputusan Bupati/Kepata SKpD.

(21 Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Ktrusus yang dibentuk unhrk melaksanakan hrgas da11
tanggungiawab fungsi pemerintahan daerah, ydtu Tim pada SKPI(D,
Tim Anggaran Pemerintatr Daeratr, fim Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Tim Pembinaan Pegawai Negeri dan Tim Urusan
Pemerintahan antar instansi pusat daerah yang mempunyai keluaran
(outpttl jelas/tenrkur, bereifat koordinatif yang menghanrskan untrrk
mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;

b. Tim Kerja yang dibenhrk dan membutuhkan koordinasi beberapa
bidang trrgas, pokok dan fungsi unhrk melaksanakan program dan
kegiatan agar keluaran (ou@uQ jelas/terukur, bersifat lemporer,
selektif, efelrtif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau hrgas
tertentu PNS disamping hrgas pokoknya sehari-hari;

c. Tim Tehris yang dibenhrk unhrk melaksanakan tugas dan
tanggtmgiawab yang memerlukan kemannpuan secara profesional dan
prestasi khusus ddam melaksanal(an kegiatan unhrk mencapai hrjuan
yang ditetapkan, dan juga keluaran (outpn[ jelas/terukur, bersifat
temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau
tugas tertenhr sebagai PNS, PTT atau Non Pegawai disamping hrgas
pokoknya sehari-hari;

(3) Tim Pelahsana Kegiatan se@aimana dimaksud pada ayat (2) huruf 8, b,
dan c diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau
Keputusan Kepala SKPD selalru Pengguna Anggaran.

BAB VI

PER"IAI.A,NAN DINAS JABATAN

Pasal 7

(1) Feraturan Bupati ini mengahrr mengenai peLaksanaan Perjalanan Dinas
DPRD, PNS dan PII yang dibebankan pada APBD Kabupaten;
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(21 Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan
menjadi:
a. Perjatanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah atau keluar

daeratr; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah Perjalan Dinas
(SPPD) dilalmkan sesuai dengan perintatr atasan Pelaksana SPPD yang
terttrang dalam Surat Perintah Ttrgas (SPT).

(21 Surat Perintatr Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh:
a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yarrg dilalqrkan

pelaksana SPPD pada satrran kerja berkenaan;
h. Bupati atau Sekretaris Daerah unttrk Perjalanan Dinas Jabatan yang

dilakukan Kepala SKPD;

c. Kehra DPRD unhrk Perjalanan Dinas yang dilaktrkan oleh Dewan
" Perwakilan Ralryat Daerah;

(3) Kewenangan penerbitan Surat Perintatr T[rgas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(U Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)

dengan ketenttran sebegai beriktrt:

a. Perjdanan Dinas dalam Daer:atr lhbupaten.
b. Pedalanan Dinas Keluar Daerah di dalam Wilayah Provinsi Sumatera

Selatan.
c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Sel,atan.

(21 Lama perjalanan dinas masing- masing adalah ;

a. Dalam Ihbupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang
memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat, Pengawas Lapangart
disesuaikan dengan kebuhrhan;

b. Kehrar daeratr dala-rr wilayatr Pnovinsi Surnatera Selatan maksimum 3
(tiga) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu
peLaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga) hari.

c. Keluar daeratr Provinsi Sumatera Selatan mahsimum 5 (lima) hari,
kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan walrtu pelaksanaannya yang
melebihi dari 5 (lima) hari.
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BAB VII

BIAYA PER.IAI.,ANAN DINAS JABATAN

Pasal 1O

(1) DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas
Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian (uang sakll, uang makan dan uang transpor lokal);
b. biaya penginapan;

c. biaya Ttansport;

d. uang representasi.

(21 Uang harian sebqgaimena dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan
secara fumpatm-

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada a)rat (l) huruf b
merupakan biaya yang diperlukan unhrk menginap di hotel atau di
tempat menginap lainnya dibayarkan secara riil (at @s4 paling tingg
pada sattran biaya penginapan perjalanan dinas pada kota yang
dikunjungi.

(4) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
se@aimana dimaksud pada ayat (3) berlalru ketenhran sebagai berikqt:
a. pelahsana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 3@/o (tiga puluh

persen) dari tarif hotel dari kota hrjuan sebagaimana diattrr dalam
Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;

b. biaya penginapan sebagairnana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara htmpsr.tttt-

(5) Biaya Ttansport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf c terdiri atas:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat hrjuan

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus /
stasiun / bandara / pelabuhan keberanglcatan;

b. retribusi dan pqiak yang dipungut di terminal bus / stasirrn / bandara
/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(6) Biaya transport sebagafunana dimaksud ayat (5) dibayarkan secara riil
(at oosQ;

(71 Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hurrf d dapat
diberil€n kepada DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan
Perjalanan Dinas.

Pasal 11

(1) Klasilikasi Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan
sebegai berikut:
a. Golongan A : DPRD dan Pejabat Eselon II .

b. Golongan B : Pejabat Eselon III dan PNS Golongan fv/b keatas.

c. Golongan C : Pejabat Eselon I-an PNS Golongan III/c keatas

d. Golongan D : PNS sampai dengan Golongan III/b.



-ro-

Pasal 12

Standar Biaya Perjalanan Dinas PTT dan Masyarakat yang kegiatannya
difasilitasi Pemerintah I(abupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Kepuhrsan
Bupati.

Pasal 13

Standar Perjalanan Dinas DPRD dan PNS ke Luar Negeri ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

UANG MAKAN DAN UAT.IG LEMBUR

Pasal 14

(1) ' Uang makan dan uang lembur diberikan setelah bekerja lembur selmrang-
kurangnya 2 (dua)jam.

(21 Uang makan dan uang lembur PNS /PTT dibayar bersamaan dengan uang
lembur sesuai dengan standar biaya.

(3) Pada hari kerja batasan walrtu kerja lembur maksimum 3 (tiga) jam sehari
atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedanglan pada hari libur
dapat melebihi 3 (riga) jam per hari.

(4) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 2OU/o dari tarif lembur pada
hari kerja biasa.

Pasl 15

(1) Penyediaan makan harian diklasilikasi seb4gqi berilmt:
a. makan harian PNS/P[T;
b. makan umum; dan
c. mat<an khusus.

(21 MaI€n harian PNS lPff yang dimaksud ayat (1) huruf a merupakan
makan siang yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan ttrgas
pokok dan fungsi dengan volume pekerjaan yang tinggi.

(3) Mat<an umum yang dimaksud ayat (l) huruf b mempakan penyediart
rnakan pada kegiatan pelayanan tamu dan kegiatan-kegiatan masyarakat
yang difasilitasi oleh Pemerintatr I(abupaten.

(4) Makan lctrusus yang dimaksud ayat (1) huruf c merupakan penyedian
makan pejabat negara dan tamu khusus Pemerintah I(abupaten.
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BAB Ix

Pasal 16

Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tatrun 2Ol3
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB Ix
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentrran penggunaan standar braya yang diperlukan _dalam rangka
pelaksan""r, .rr["t n yang belum aiatur dalam Peraturan Bupati ini akan

dit"t pt"tt lebih lanjut dengan Keputtrsan Bupati'

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglart

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinqhk?" pengundangan Peraturan

Ciipati ini- dengai meriempatkarrnya dalam Berita Daeratr Ihbupaten Musi
Rawas' 

-Dit"tapkan 
di Lubuklinggau

P4 $+rsiad Zt ol<tqkl?ot2
RAWAS

\

---Diundangkan di LubuklinSSau
rrada tanggal L) Ol<tober 2O12

PIh. SEKRETARIS DAERAI'

(-I

'TEN MUSI RAWAS,

. 19681110 198810 1 001

BERTTA DAEBAH KABUPATEN MusI RAwAS TAHUN 2otzNoMoR I!.1
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I..AMPIRAN I : PERATIJRAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : zl TAHUN 2Or2
TANGGAL , et oICTOBER 2Ot2

STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2013

C

NO URAIAN SATUAN
BI,AYA TA.
2013 (Rp)

I 2 3 4

I
HONONEruUU PENANGGI.JNG JAWAB

PENGEI.OIA KEUANGAN
r-t- -pe.legAT PENGGUNA ANGGARAN / IUASA

PENGGI.JNA AI.IGGARAN

a. Nilai pagu dana s.d. lQQjg!+ OB 500.ooo,-

b. Nilai pagu dana diatas lfi) juta s.d- 25O

iuta. OB 610.O00,-

c. Nilai p"g,. dana diatas 25O juta s.d. 5@
iuta. OB 720.OOO,-

A- fiUi pagu dana diatas 5OO juta s.d. 1

milyar. OB 830.Oq).-

e' Nnai pagu dana diatas 1 milyar s-d. 2,5
milyar. OB 970.O00.-

fmpagu dana diatas 2,5 milYar s.d. 5
milyar. OB 1. r ro.000.-

glNilai pagu dana diatas 5 milyar s-d-
milyar.

lo
OB 1.250.OOO.-

h Nilai p"g,, dana diatas lO milyar s.d. 25
milvar. OB r.580.0@.-

i -Xitai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 5O

milyar. OB r.910.ooo.-

i Nit"i pagu dana diatas 5O milyar s.d 75
milyar OB 2.250.000.-

l<. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.
l(X) milvar

OB
2.580.O00,-

L Xitai pagu dana diatas lOO milyar s.d.
250 milyar

OB
3.O80.000,-

m- Nitai pagu dana diatas 25O milyar s-d-
Sfi) milyar OB 3.580.OOO.-

T.z. PF^IABAT PENGUJI TAGIHAN SURAT
PERIIYTAH MEMBAYAR (SPM}

a. Nilaipacudana s.d. lfi)juta. OB 4fr).OOO.-

b- Nilai pagu dana diatas 1OO juta s.d. 25O

iuta. OB 480.OOO,-

OB 570.OO0.-

A. Nilai pagu dana diatas 5O0 juta s.d. I
milyar. OB 660.fi),0.-

a: Nilai pagu dana diatas I milyar s.d. 2,5
milvar. OB 770.(Xx).-

f Xlai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d- 5
milvar. OB 880.OOO.-

g. Nilai pagrr dana diatas 5 milyar s.d. lO
milyar. OB 990.OOO,-

h. Nilai pagu dana diatas 1O milyar s-d- 25
milyar. OB 1.250.000.-
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c

C

NO URAIAN SATUAN BI.AYA TA
2013 Rp)

1 2 3 4
i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 5O

milvar. OB 1.520.OO0.-
j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75

milvar OB 1.780.OOO.-
k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.

100 milvar OB 2.040.000,-
1. Nilai pagu dana diatas lOO milyar s.d.

250 milvar OB 2.440.000.-
m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d.

500 milvar OB 2.830.000,-

I.3. HONORARIUM PF^IABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) SKPD/ BENDAHARA
PENGELUARAN
a. Nilai papnr dana s.d. 10O juta. OB 340.000.-
b. Nilai pagu dana diatas 1O0 juta s.d. 250

iuta. OB 420.000,-
c. trfilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 5OO

iuta. OB 500.000.-
d. Nilai pagu dana diatas 5OO juta s.d. 1

milyar. OB 570.O00,-
e. Nilai pagu dana diatas I milyar s.d. 2,5

milyar. OB 670.O00.-
f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5

milvar. OB 770.OOO.-
g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. l0

milvar. OB 860.OOO.-
h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d.

25 milyar.
i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.

50 milyar.
j. Nilai pagu dana diatas 5O milyar s.d 75

milvar

OB

OB

OB

1.090.000,-

1.320.000,-

1.55O.OOO.-

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d.
10O milvar OB 1.780.O00.-

l. Nilai pagu dana diatas 1OO milyar s.d.
250 milvar OB 2.120.000,-

m. Nilai pagu dana diatas 25O milyar s.d.
5OO milyar OB 2.470.OOO.-

1.4. BENDAHARA PENERIMAAN
a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp.

20O iuta OB 340.OO0.-
b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp.

2O0 iuta s.d. Rp. 500 iuta OB 420.O00,-
c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp.

5OO iuta s.d. Ro. 1 milvar OB 500.0o0.-
d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp.

I milvar s.d. Rp. 5 milyar OB 570.OOO.-

e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 milvar OB 670.OOO.-

r.5. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
a. Nilai oam.r dana s.d. lOO iuta. OB 260.OOO.-

Nilai pagu dana diatas 10O juta s.d.
b. 250 iuta. OB 310.O00.-
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o

o

NO URAIAN SATUAN BIAYA TA
2Ol3 (Rpl

1 2 3 4

;E agtr dana diatas 25o juta s'd'
(f)fl irrfq OB 370.OOO,-

OB 430.OOO.-
d. Nilai pagu dana diatas s(ruJuta s.d. I

milyar.
;. -m pagtr dana diatas 1 milyar s.d. 2,5

milyar. OB 500.000,-

I---Nttai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5
milyar. OB 570.fi)O.-

g. --Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. lO
milvar. OB 640.000.-

h. - Nffi pagu dana diatas 1O milyar s.d.
25 milyar OB 810.OOO.-

t--- Nffi pagu dana diatas 25 milyar s.d.
5O milyar OB 980.OO0.-

j. --ffi pagtr dnna diatas 50 milyar s.d 75
milrrqr OB 1.150.q)O,-

OB
1.330.OOO.-

k. Nilai pagu dana diatas 75 mrryar s.o'
lOO milyar

@adiatas lo0 milYar s.d.
25O milvar

OB
1.580.ooo,-

;. -i[ilai pagu dana diatas 25O milyar s-d.
5OO milyar OB 1.840.OOO.-

1.6. STAF PENGEI,OI.A
a. Nilai paeu dana s.4.-!O0jgta. OB 230.OOO.-

mpagu dana diatas 1o0 juta s.d.
b. 25O iuta. OB 265.000.-
----ffi pagu dana diatas 25O juta s-d.
c. 5OO juta. OB 305.OOO.-

Nilai prg,, dana diatas 5O0 juta s'd' I
d. milvar. OB 340.OOO.-
----Nilainagu dana diatas I milyar s.d. 2,5
e. milV:ar. OB 415.OOO.-

--- Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5
f. milyar. OB 450.OO0.-
---Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. lo
s. milvar. OB 485.OO0.-
---ffipagu dana diatas 1o milyar s.d.
h. 25 milyar OB 595.OOO,-

repagu dana diatas 25 milYar s.d.
I 50 milyar. OB 630.OOO.-

@diatas5omilyars.d75
i. milyar OB 670.OOO,-

---Nilai pagu dana diatas 75 milyar s-d.
k. lfi) milyar OB 705.OOO.-

- Nttai pagu dana diatas lOO milyar s.d.
l. 25O milyar

OB
g50.ooo,-

@diatas250milYars.d.
m. 5OO milyar OB 925.OOO.-

ffiLTMLTM DAERAH / KUAsA
BENDAHARA UMUM DAERAH

a. BcndaharanUqqulqlDg'ergh OB 2.500.ooo,-

b. Kuasa nendabaran Unum Oaeran. OB 1.250.(XX),-
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I,'RAIAN SATUAT'I BIAYA TA.
2013 (RplNO

i"g EIoLA SISTEM AKUNTAI{sI
INSTAI{SI

rlnit Alarntnn*i SKPKD
OB 600.@o,-Penanggung Jawab

Koordinator OB 500.ooo,-

Kehra/Wakil Kefira OB 400.ooo,-

Anego OB 350.OOO,-

b. Unit alnrntansi SKPD

Perranggung Jawab OB 300.ooo.-

Koordinator OB 250.000,-

Kettra/Wakil [ehlg OB 200.ooo,-

Anssqt4lEetugeg- OB 150.OOO,-

ffiSISTEMINFoRMASI
PENGEIOI,AAI,I KEUAIYGAN DAERA}I
(SIPKDI

@KeuanganDacratr
{PPKDI

Pe11qnqgung Jawab OB 4fi).Oq).-

Operator SIPIO OB 350.O00,-

b. Satuan Kerja perangkat paeran (SXppl

Penanggung Je!44b OB 300.ooo,-

Operator SIPKD OB 250.000.-

c. Terra*aenli@
Field Support (FlS) OB 2.250.O00.-

Pendamping Field SuPPq4-LEgl-_- OB l.ooo.ooo,-

TTO. PTT{CBT"OI.A BARANG MILIK DAERAH

a- Seketaris sclalnr Pcngdola- OB 1.500.ooo,-

b. Ket ala SKPI(D Pembanttr Eendola-- OB 1.250.OOO,-

c. KeoalaSKPDPengguna OB l.OOO.OOO,-

d. Kepala LrPI]) OB g50.ooo.-

e. Perryimpanbaranglq!!!1l,aergb OB 750.fi)O.-

f. Pelrgurus barangmilik daeratr OB 650.OOO.-

2.
ffi ANGGARAI{ PPEMERINTAH
DAERAH/TIM-TIM PADA SATUAI{ KEzuA
PENGEIOI"A KEUAT{GAN DAERAH (SKPI(D) / Tr}r
PEMERIKSA I(EUANGAN 

-

a. Pengarah OB 2.5(X).OOO,-

b. Penangnrng Jawqb OB 2.250.000.-

c. Koordinator/IGttra OB 2.OOO.OOO,-

d. Wakil Kehra ON 1.750.OOO.-

e. Sekretaris/Wakil Seb4enq OB 1.500.(x)o.-

f. Angsgta OB 1.000.ooo.-

3. PE TABAT PENGELOI"A I@GI4[4N
3I. PE.'ABAf PEI,AKSANA TEKMS KEC}IATAT'I

IPPTKI

a. Nil,ai pasu dana s.d. 50 jut& OB 200.000,-
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a

o

NO LJR/UAN SATUAN BIAYA TA
2Ol3 (RDI

1 2 3 4
Nilai pagp dana diatas 5O juta s.d. IOOb. juta. OB 280.000.-
Nilai pagu dana diatas l@ juta s.d.

c: 25O juta. OB 330.OOO.-
Nitai pagu dana diatas 250 juta s.d.

d. soq juta. OB 435.OOO.-
Nilai pagu dana diatas Sfl) juta s.d. i

e. milyar. OB 490.fin.-
Nilai pagu dana diatas I milyar s.d. 2,5

f. milyar. OB ffs.o@.-g. Nilai pagu dana diatas 2,S milyar s.d. 5
_ milyar. OB 600.ooo.-

Nil,ai pagu dana diatas 5 milyar s.d. lO
h. milyar. OB 800.ux)--

Nilai pagu dana diatas l0 milyar s.d.
I 50 milyar. OB 1.OOO.OOO.-

3.2. STAF PENGEIOIA
Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. IOO

a. juta. OB r65.Oq).-
Nilai pagu dana diatas lOO juta s.d.

b. 25O juta. OB 195.OOO.-
Nilai pagu dana diatas 25O juta s.d.

c. 5O0 juta. OB 270.O00.-
Nilai pagu darra diatas 5OO juta s.d. I

d. milyar. OB 300.000.-
Nilai pagu darra diatas f milyar s.d. 2,S

e. milyar. OB 325.OOO.-
Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. S

f. milyar. OB 355.(xrc.-
Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. lOg. milyar. OB 410.OOO.-

h. Nilai pagu dana diatas lO milvar. OB s50.o@.-

4. PE.IABAT/ PAT,IIIIA PENGADAAN BARANG / JASA

4.I PEIABAT PENGADITAN BARANG DAN JASA OB 5ro.(xx).-
4.2. PANITIA PENGADAAN BARAI{G DAN JASA

(KONTRUKS0
Nilai pagu pengadaan sampai dengan

a. (s.dl IOO iuta. Per Paket 510.OOO.-
Nilai pagu pengadaan diatas IOO juta

b. s.d. 25O iuta.
OP

680.Ofi).-
Nilai pagu pengadaan diatas 25O juta

c. s.d.5O0 juta-
OP

850.fin.-
Nilai pagu pengadaan diatas 50O juta

d. s.d. l milvar.
OP

1.O20.Oq).-
Nilai pagu pengadaan diatas I milyar

e. s.d.2.5 milvar.
OP

1.270.fi)o.-
Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 ailyat

f. s.d. 5 milyar.
OP

1.520.OOO.-
Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar

g. s.d. 1O milyar.
OP

1.780.OOO,-
h. Nilai pagu peneadaan diatas lO milvar. OP 2.120.OOO.-
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o

o

NO URAI,AN SATUAIV BIAYA TA
2013 (Rp)

I 2 3 4
4.3. PANITIA PENGADAAN BARANG {NON

KONTRUKSI}
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan

(s.dl lOO iuta. Per Paket 460.(x)0.-
b. Nilai pagu pengadaan diatas IOO juta

s.d. 25O iuta.
OP

6ro.ooo.-
c. Nilai pagu pengadaan diatas 25O juta

s.d. 50O iuta.
OP

760.fix).-
d. Nilai pagu pcngadaan diatas 5OO juta

s.d. I milyar.
OP

920.fin--
e. Nilai pagu pengadaan diatas I milyar

s.d.2,5 milyar.
OP

1.140.fix)^-
f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 mil5rar

s.d. 5 milyar.
OP

1.370.oq).-
g. NiLai pagtr pengadaan diatas 5 mihrar. OP 1.500.o(n.-

4.4. PANnTA PENGADAAN JASA (NON
KONTRUKSII
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi

s.d Rp.50 iuta- Per Palrct 450.OOO.-
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi

diatas Rp.SO iuta s.d. Ro.1O0 iuta. OP 450.(xn.-
c. Nilai pagu pengadaan jasa l,airmya s.d.

Rp. 5OO juta Per paket 450.OOO,-

d. Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansifi asa lainnya diatae Rp.
1OO iuta s.d. Rp. 25O iuta.

OP
480.O(n.-

Nilai pagu pengadaan jasa
e. konsultansifiasa l,ainrrya diatas Rp.

25O iuta s.d. Rp. 5OO iuta-
OP

600.oq).-
Nilai pagu pengadaan jasa

f. konsultansi/jasa l,ainnya diatas Rp.
50O iuta s.d. Ro. I milvar.

OP
72o.O00..-

Nilai pagu pengadaan jasa
g. konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. I

milvar s.d. Ro. 2.5 milvar.
OP

9lo.flx).-
Nilai pagu pengadaan jasa

h. konsultansi/jasa lairurya diatas Rp. 2,5
milvar s.d. Ro. 5 milvar.

OP
l.o90.ooo.-

5. HONORARILnT PBIABAT/ PANTnA PENERIMA
HASIL PEKEII.IAAN

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaa/ Fengadaan
5.f. Barang/Jasa OB 330.000,-

5.2. Parritia Pen€rima Hasil Pekerjaa/Feogadaan
Barang/Jasa

a. Nil,ai pagu pekedaan pengadaan s.d.
IOO iuta. OP 330.OOO.-

b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan
diatas 1O0 iuta s.d. 25O iuta- OP 420.000.-

c. Nilaipagupekerjaan/pengadaaerl
diatas 25O iuta s.d. 5(X) iuta- OP 520-fiD.-
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URAIAN semteN I sLAYe te
I zors tRp)NO

3 4
1

2

@3aelalperugadnaa
,tiaroo 5O0 iute s-d^ 1 milvaf. OP 620.OOO,-

OP

OP

77O.O0o,-

910.0@,-

e. Nilai pagu Pekerjaan lpn:ga.oaaala
diatas I milYar s.d. 2,5 milYar'
Nilai pagu pekerjaan /pengadaaan
diatas 2,

f.

OP l.060.ooo,-A. Nilai pagu pekegaan/pen_gaoaaan
.ri^+oo ( milrrqr s, d lO milvar

OP
1.260.000,-Nilai pagu Pekerjaan/ Pengaoaaan

l^ A2a*ao 1O rnikzsr-

6. HONORARTT.'M PEI"AKSANA KI;(iIf T'ltN

PENEUTIAN
at- Honorarium Kelebihan Jern

Penelitian / PerekaYqeq44--
OI 60.o00,-

a. Peneliti/PerekaYaeaan y=taPa
Peneliti/ Pereka]rasaan l{aqla
Peneliti / PerekaYasaan }duda
Peneliti/ Perekavasaan Pertama

b.
c.
d.

G' 50.ooo,-
GJ 40.000,-
OJ 35.OOO,-

OP- HonorartumPenunjang
Penelitian / Perekavasaan

o.l 20.ooo,-
a. Pembantu Penelrq/ fere,SaYQsaart
b. foordinator peneli 

J''gn 
/ p-:rekayasaan

: a-l*+;riat Dencliti /Pe-rekavasaafr
OB 420.OOO,-

OB 300.ooo,-

d. Pengolah Data

e. Petugas SurveY

f. Pembantu LaPangan

Peneliti/
Perekayasaan l.so.ooo,-

g.ooo,-

OH 80.ooo,-

7.
HONORARIT.'M NARASU MI' T<

SEMINAR/ RAI(OR/ SOSIAUSASII
DrsEI\dINiSI / FrciD/ KEGIATAN SE IEMS

vanc disetarakan '

CI 1.700.ooo,-
GI 1.400.ooo,-
o, 1.000.ooo,-

a. Eabat Esclon III kebavrah I yang,

disetar OJ 900.ooo,-
GJ 700.ooo.-

ffime
SEMINAR/ RAKOR/ SOSIAUSAST/ _
DTSEMINiSI / rcp / rpcletaN sqrBms

8.

OK 450.O00,-
& 1 Penangqu+8..I.awab
8.2 Ketua/WakillGtua
8.3 Sekretaris -
8.4 Anggota

OK 400.ooo,-
OK 300.ooo,-
OK 300.ooo,-

9. OB 1.900.ooo,-9.I SLTAffi
9.3 Sarjana

OB 2.100.ooo.-
OB 2.300.ooo,-
OB 2.500.oo0,-9.4 Master(SL
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NO URAIAN SATUAI{ BIAYA TA
2o13 (Rpl

1 2 3 4

10. ffi,PENGEMUDI,PEruGAS
KEBERSII{AN, DA}.I PR/UI{UBAI(TI. =_-
i0.t Satpam dan Pengemudi OB r.800.ooo.-
tO-Z petusas Kebersihan dan Pre4qu!3kti-- OB 1.700.(xx).-

11. HONORARIUM ROHANTWAI{ OK 400.o00.-

12. HOTTONEruUU TIM PEI..AKSANA KEGIATAN
Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar

12.1. Keputtrsan hrPati
a. Pencarah OB 1.500.000,-
b. Penang*rng Jarrab OB 1.250.OOO,-

c. Koodinator / Kettra OB 1.OOO.000,-

d. Wakil Kettra OB 850.000,-
e. Sekretaris OB 750.000.-
f. Wakil Sekretaris OB 6so.ooo.-
g. Anggota/Operator OB 550.OOO.-

12.2. Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar
Keouhrsan PA
a. Penearah OB 700.ooo.-
b. Penancsung Jawab OB 650.OOO.-

c. Ketua OB s50.ooo.-
d. Wakil Kehra OB 450.qrc.-
e. Sekretaris OB 400.000.-
f. Wakil Seknetaris OB 350.O@.-
e. Aweota.loperator OB 300.fix).-

12.3, Panitia Keeiatan I Acaradan seienisrrya
a. Pengaratr / PanansgungJawab OK 500.ooo.-
b. Kettra OK 450.OO0.-
c. Sekretaris OK 350.OOO.-
d. Anesota OK 250.OOO.-

12.4. Tim Pennrsunan Buku (Maksimum 4 bulan)
a. Penearatl OB r.500.firc.-
b. PenanerrasJaurab OB 1.250.fin--
c. Koodinator / Ketua OB r.ooo.000.-
d. Wakil Kettra
e. Sekretaris

OB
OB

850.OOO,-
750.OOO.-

f. Walcil Sekretarts OB 650.OOO.-

c. Ancsota OB 550.000.-
h. Oporator Komputer

12.5 Tim Penytrsunan Makalatr / Bahart
, Papariarl, Pidato dan sejenisnya (Maksimum

7 heril

OB 300.(x)o,-

a. PerranesuncJanrab OH r50.ofr).-
b. Ketua OH 125.Ofr).-
c. Se.kretaris OH loo.(xx).-
d. Anssota OH 60.000.-

L2.6. Honorarium Tim Pengelola Website
a. Penansnurc Jawab OB sfi).OOO.-
b. Redaktur OB 450.OOO.-

c. Editor OB 400.(x)0.-
d. Web Admin OB 350.OOO.-
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NO UMIAN SATUAN BIAYA TA
2or3 (Rp)

1 2 3 4e. weD LlevelorDr OB 300.ooo,-f. Pembuat Artikel Halaman loo.fiD--s. renenemah f .5OO Ikrekter roo.ooo.-

13. Y'IA.fTDI L,,fUI HL'NUKA"I.UUM PENTTELENGGARA
UJIAN
rJ.l veKFgt

" ,.... ,*_a.,*Sctingkat Fendidikan Dasar
Pemeriksa hasil uiian Sismra/Mata uii 5.UlOo. renorcuran uenengatr
Pemeriksa hasil ujian Siswa/Mata uii 7.500

!r.z tronoranum penyelencpara Uiian
a. Pendidikan Dasar

!..lerryusunan / pembuat bahan tiian Naslcatr/Fel,aiaran r50.ooo
!..iengawas qiian OH 240.OOOU. PenAa*an Menensatr
1. PeinJnrsrtrnan / pembuat batran uiian Naskatr/Pelaiarar l90.ooo
2. Peogawas ujian OH 270.0[m--

t4. TARIF UANG LEMBT'R DAN UANG MAI(AN
LEMBT'R

Uang kmbur (di luar jam kerja pida trari
14.1. kerjal

a. Non PNS o, 7.OOO.-
b. Golongan I o, 10.ooo.-_ c. Golongan [I o, r3.000.-d. Golongan III o, l7.ooo.-e. Goloagqn [V OJ 20.@o.-

14.2. Uang lt4akan Lembur
a- Golongan Non PNS. I dan II OH 25.OOO.-b. Golongqn III OH 27.@O.-

_q Golongan IV OH 29.OOO.-

15. UANG MAKAN DATT SNACK
15.1. Makan Harian PNS OH 27.0r)O--

Makan dan Snack Uroum / Acara /
f 5.2. Kegiatqn

a. MCEan Eksekutif / Ktrusus Porsi 40.000.-b. Maka4 Prasnanan (Keciatan/Acara) Porsi 35.fin--c. Snac! Eksekutif / khusus Paket r50.ooo.-d. Makq4 biasa / umum Oranc/Ikli 29-0r)O--e. Snack biasa / umum Oranc/Ikli 12.mrc.-

PENJEU\SAN TAMPTRAN I
STANDAR BI,AYA TAHUN 2OI3

1- Honorariua pejabat purgadqa. barang dan jesa (pagu kegiatan . Rp, so jut4diangarkan -nada -kegiatan -*til _ pe"ryeaiaart jasa *"a.*"riar{rninistrasi/teknis perkarrtoran setiap SKPD bukan pada kegiatan peogadaa;
yang bersangfur,rtan.

2- Kepala sKPIo selaku pembanhr pengelolaan barang rnilik da€rah dapat
dibantu oleh pejabat eselon Itr sebagai Jtaf pemUarrhr ftngelola barang r',ilik
daeratr.
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Honorarium da1 susunan Tim Penyusunan buku yang mengelola data
statistik dapat menggunakan referensi Badan Rrsat Statistik (BPS) dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Biaya administrasi kegiatan maksimum 4 o/o dari pagu kegiatan/paket dan
tidak melebitri Rp. 35.0OO.OOO,-

Uraian Belanja Adainistrasi Kegiatan Fisik (Administrasi Proyek) adalatt
scbagai berikut :

Honorarium Pengelola Kegiatan.

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan.

Belanja Alat Tfrlis lkntor/Fengandaan/fotocopy untuk dokumen tender.

e. Belanja Rrbukasi/Iklan Madya/dokumentasi dan sejenisnya.

f. Makan Minum Rapat Panitia dan Pengclola Kegiatan.

g. Perjalanan dinae yang berhubungan dengan prestasi kerja lc%iatan.

Jenis dan sahran Bakan adalatr sebagai berikut :

a. Makan kotak/bunglus digunakan pegawai negeri sipil /pegawai tidak
tetap yang klasifika^si makan harian pegawai.

b. Makan bunglus digUnakan makan umum Pada kegiatsn/acara umum
yang melibatkan masYarakat.

c. Porsi/paket digunakan makan Pra$nanan untuk pejabat Negara, tamu
khusus dan kegiatan l,ainYa.

Pargertian Istilah :

a.

b.

c.

d.

7.

8.
-qJ
-oH
-oB
-oT
-oP
-oK
-oR
- Oter

Orang/Ja'n
Orang/Hari
Orang/Bulan
OranglTatrun
Orang/Paket
Orang/Kegiatart
Orang/Responden
Orang/Terbit
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I-AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ; ?-l TAHUN 2Ol2
TANGGAL:QOI(IOBER2Ot2

PER-'AI.ANAN DINAS DAI.AM NEGERI
PEMERII,ITAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2013

A. PER.IAIANAN DINAS DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

l. Tarif Ualg Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam
Pr6/insi Srrmatera Sctatan dan di luar Provinsi Srrmatera Selatan untuk DPRD

dan Pegawai Negeri SiPil.

No. Daerah T\rjuart Golongan A
(Rol

Golongan B
(Rol

Golongan C
tBpJ

Golongan D
(Rp.)

1. Dalam Provinsi
Sumatera Selatan
termasuk Jambi
dan Bengtculu
a. Uang Saku (OH)
b- Uang rnakan

(oH)
c. Uang transport

Lokal {OH)

360.OOO,-

150.0OO,-

200.ooo,-

360.OOO,-

150.OOO,-

150-ooo,-

260.OOO,-

150.OOO,-

100.ooo,-

260.OOO,-

120.OOO,-

60.ooo.-

Jumlah Uang hariart 710.OOO,- 660.OOO,- 510.OOO,- rt40.ooo,-

2. Luar Provinsi
Sumatera
Sumatera Selatan
a. Uang Saku (OH)
b. Uang makan

(oH)
c. Uang transport

I"okal (OH)

530.OOO,-

300.ooo,-

400.o0o,-

530.OOO,-

250.OOO,-

350.OOO,-

400.ooo,-

200.ooo,-

300.ooo,-

400.oo0,-

150.OOO,-

250.OO0,-

Jumlah Uang Hanarr 1.230.OOO,- 1.130.OOO,- 900.ooo,- 800.ooo,-

Tarif Penginapan Perjalanan Dinas keluar Wilayatr Kabupaten di dalam Provinsi
Sumatera Seiatan (termasuk Jambi dan Bengkulu) untuk DPRD dan Pegawai
Negeri Sipil.

2.

No. Daeratr Ttrjuan Golongan A Golongan B Golongan C Golongan D

1. Luar Daeratr
Dalarn Provinsi
termasuk Jambi
dan Bengt<ulu

l.OOO.OOO,- 591.OOO,- 429.OOO,- 280.Om,-
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3. Tarif Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten

4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas

No Uraian

Tempat
Kedudukan
Kantor ke

Kecamatan.
Wilavah I

TerYlpat
Kedudukan
Kantor ke

Kecamatsn
Wilavsh II

Tempat
Kedudukan
Kantor ke

Kecamatsrl
Wilavsh I[

Tempat
Kedudukan
Kantor ke

Kecamatan
Wilavah IV

Keteranqan

I

2

3

4

Golongan A
UangHarian
Uang Transport
(PP)

Golongan B
Uang Harian
Uang Tfansport
(Pq

Golongan C
Uang Hariaa
{Jang Transport
(Pq

Golongan D
Uang Harian
{Jnng Transport
(PB

Rp. 225.fi)O,-
Rp. IOO.OOO,-

Rp. 2OO.OOO,-
Rp. rOO.0O0,-

Rp. 175.0O0,-
Rp. lfr).OOO,-

Rp. I5O.0OO,-
Rp. 100.fl)O,-

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

225.0OO,-
l50.ooo,-

200.ooo,-
150.OOO,-

175.firc,-
150.O00,-

150.OO0,-
r50.ooo,-

Rp. 225.0O0,-
Rp. 25O.0OO,-

Rp. 2OO.OOO,-
Rp. 25O.0OO,-

175.frn,
250.fix),

150.O@,
250.0OO,

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp. 225.0OO,-
Rp. 4OO.OOO,-

200.000,-
400.0oo.-

Rp. 175.0O0,-
Rp. 4OO.0OO,-

Rp. r5O.OOO,-
Rp. 4fi).OOO,-

Rp
Rp

Wilayah I meliputi :

Keamatan
Tugumulp,
Rrrrcdadi, SfL IIu
Terawas, Sumber
Harta, Muara Beliti,
Tiang Rrmpung
Kepungut dan
Selangit.

Wif.y"n tr aetiputi
Kecenreten Megmg
Sakti, Karang Jaya,
Rupit, Kararg Dapo,
Suka I(arya dan
T\rah Negeri

Wilayah III meliputi
Kec. Raras Ulu, Ma.
Lakitan, Ma- Kelingi,
Jayaloka, , Nibung

\rr'ilayah IV meliputi
Kec. Rawas trir, Ulu
Rawas dan BTS Ulu

I, Uraian Golongan A Golongan B Golongan C Golongan D

1. Aceh 1.308.ooo,- 1.O80.OOO,- 410.OOO,- 340.OOO,-

2. Sumatera Utara 1.030.ooo,- 650.OOO,- 470.OOO,- 310.OOO,

3. Riau 1.O75.OOO,- 72O.OOO,- 450.OOO, 380.OOO,-

4. Keoulauan Riau 930.OOO,- 650.OOO,- 380.O00,- 280.OOO,-

5. Sumatera Barat i.030.000,- 800.000,- 460.0OO,- 336.000,-
6. Sumatera Selatan 1.OOO.OO0,- 591.000,- 429.000,- 280.OOO,-

7. Lampung 1.152.000,- 770.OOO,- 374.OOO,- 355.OOO,-

8. Band<a Belituns 1.O30.OOO,- 600.o0o,- 451.OOO, 300.ooo,-
9. Banterr 1.430.000,- 920.OOO,- 450.000,- 375.000,-
10. Jawa Barat 1.470.ooo,- 830.OOO,- 460.OOO,- 390.OOO,-

11. D.K-I. Jakarta 1.O00.000,- 650.OOO.- 6to.ooo,- 400.ooo,-
12. Jawa tensah 1.452.OOO,- 750.OOO,- 450.OOO,- 350.000,-
13. D.I. Yowakarta 1.248.OOO,- 670.OOO,- 528.000,- 359.OOO,-

L4. Jawa Timur 1.152.OOO,- 768.OOO,- 390.OOO,- 280.OOO,-

15. Bali 1.810.OOO,- t-220.0o,O,- 904.(XX),- 658-OOO,-

16, Nusa Tengsara Barat 1.O82.OOO,- 55O.OOO,- 54O.OOO,- 360.OOO,-

t7. Nusa Tengglara Timur l.ooo.ooo,- 66t.OOO,- 47O.OOO,- 400.ooo,-
18. Iklimatan Barat 1.130.OOO,- 740.OOO, 430.OOO, 3t8.OOO,

19. Kdimatan Tensah 1.350.OOO,- 750.OOO,- 440.OOO,- 408.OOO,-

20. IGfimatan S€latan 1.42O.0OO,- 770.OOO,- 500.ooo,- 379.OOO,-

21. Kalimatan Timur 1.4s8.OOO.- 750.OOO.- 550.Om.- 450.0OO.-
22. Sulawa€si Utera 1.415.OOO.- 640.OOO.- 500.ooo.- 290.OOO,-
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C. UAI{G REPRESEIYTASI PER HARI UNTUK KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD, DAN
SEKRETARIS DAERAH KABI.'PATEN MUSI RAWAS

D. UAT{G REPRESEIITTASI PERHARI I..INTT,JK ESEION II, KgruA KOMISI, KETUA
FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

23. Gorontalo r.olo.ooo.- 910.000.- 4to.ooo.- 240.OOO.-
24. Sulawasi Barat r.030.ooo.- 910.000.- 400.ooo.- 360.000.-
25. Sulawasi Selatarr l.OOO.OOO.- 853.OOO.- 495.OOO-- 371.OOO.-
26. Sulawesi Tencatr 1.040.ooo.- 524.OOO.- 400.ooo.- 330.@O.-
27. Sulawesi Terrrcara 1.070.ooo.- 716.O00.- 450.OOO.- 420.fi)O--
28. Maluku l.o30.ooo.- 680.OOO.- 4l2.OOO.- 280.OOO.-
29. Maluktr Utara 1.512.OOO.- 600.oo0.- 420.OO0.- 380.000.-
30. Paoua 1.260.000.- 720.O00.- 460.OOO.- 380.000.-
31. Papua Elarat 1.260.(xn.- 900.ooo.- 400.ooo.- 370.OOO.-

B. UANG SAKU DAI^AM MENGIK.m DIKLAT/ ASISTENSI / BINTEK.

No Uraiarr Golongan A
(Rp)

Golongan B
(Rp)

Golongan C
(Rp)

Golongan D
(Rp)

I Uang Saku/Hari
-lHari s/d f
Bulan
-l Bulan keatas

150.000,
loo.oo0,

125.O00,-
go.o00,-

100.000,-
60.oo0,-

75.OO0,-
40.000,-

No Daeratr Tujuan
Besar Uang

Representasi (Rp) Keterangan

t.
2.

3.

Dalam lVilayah I(abupaten Musi Rawas

Keluar Daeratr di dalam Propinei Sum-
Sel (termasuk genglulu dan Jambi)

Keluar Daeratr Pnovinsi Sum-Sel

250.OOO,-/Hari

5OO.OOO,-/Hari

1.0O0.OOO,- lltari

No Daeratr Ttrjuan ESELON U

(Rp)

KETUA KOMISI

KETUA FRAKSI
DAN

ANGCIOTA DPRD

l.

2.

3.

Dalam Wilayah I(abupaten Musi
Rawas

Keluar Dacrah di dalarn Propinsi
Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan
Jambi)

Keluar Daeratr Pnovinsi Sum-Sel

150,000,-/Heri

2OO.OOO,-/Hari

3OO.OOO,-/Hari

200.000,-/Hari

250.000,-/Hari

4OO.OOO,-/Hari
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PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA TAHUN 2013

PER.IAI,ANAN DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

1). Uang Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sorolangun, Kepahiang, Empat
La$iang dan Rejang kbong disamakan dengan perjalanan dinas dalam
Provinsi Sumatera Selatan.

2). Pejabat Strukturd Eselon III keatas/Pejabatan fungsional yang. 
setarakan dapat menggunakan kendaraan dinas untuk perjalanan
dinas ke luar daerah dalam provinsi Sumatera Selatan atau luar
provinsi Sumatera Selatan diberikan Bahan Bakar minyak @BM| Non
Subsidi sesuai dengan tanda bukti/faktur dari SPBU dan tidak dapat
biaya Eansport lagi.

3). Transport perjanalan dinas luar daerah dalam provinsi Sumatera
selatan dibayar secara fumpsum tercantum pada Lampiran III.

4). Khusus transport perjaianan dinas keluar Pnovinsi Sumatera Selatan
maksimum pada lampiran III Peraturan ini-

5). Yang dimaksud transport lokat tersebut diatas edelah. biaya untuk' 
keperluan transport selama berada diwilayah lkota, yang di kunjungi,
yaitu transport lokal terhitung dari Bandar Udara/Stasiun/Ter:minal
Bus ke tempat penginaPan.

6). Biaya transport Pulang Perg (PP) maksimum berpedoman pada
lampiran III Peraturan Bupati ini sesuai dengan asal dan tujuan kota.

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH I(ABUPATEN

1). Perjalanan dinas dari lbukota I(abupaten Musi Rawas ke Kota
Lubuklinggau menggunakan tarif perkqianan dinas dalam daerah
wilayah I.

2). Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke' 
Desa-Desa diberikan biaya transpot disesuai dengan jarak tempuh dan
maksimum sebagai berikut :

a. Pejabat sfia&tural Eselon lll/Pejabatan fungsional yan8
disetarakan diberikan tranport sebesar Rp. 1OO-OOO,-.

b. Pejabat Strulrtural Eselon lV/Pejabatan fungsional yang
disetarakan diberkan tranport sebesar Rp. 75.000,-.

c. Staf/Jabatan Fungsional y{tg disetarakan diberkan tranport
sebesar Rp. 6O.OOO,-.

3). Untuk biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan dapat
menyesuaikan dengan kriteria wilayah dan jarak tempuh .

PET.AKSANAAN SOSIAUSASI / BIMTEK/WORKSHOP/ LOIGKARYA KE
LUAR DAERAH

1). Kegiatan Sosialisasi/bimtek/WorkshoplLokak'arya hanya dapat
diikuti apabila dilaksanakan oleh Irmbaga Resmi atau dituduk
oleh instansi Pemerintah.

C.
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2l,. Jumlah peserta dan Frekwensi mengikuti

Sosialisasi/bimtek/ Workshop/Lokakarya diahrr tersendiri oleh
kepala SKPD sesuai dengan anggaran yang tersedia.

3). Peserta yang mengikuti Sosialisasi/bimtek/tfforkshop/lakakarya
wajib menyampaikan laporan/ paparan secara berjenjang.

UANG SAIru DAI,AM MENGIKUTI DIKI.,AT/ ASISTENSI / BIT.ITEK.

1). Ketentuan uang saku berlaku apabila tidak ada ketentuan lain oleh
instansi penyelenggara.

2). Sedangkan uang transport disesuaikan dengan III
Peraturan ini.

3). Transport peserta kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di
dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas disesuaikan dangan tarif
perjalanan dinas dalam daerah wilayah Kabupaten Musi Rawas.

4). Peserta kegiatan/pelatihan /bimtek/acara (Minimum 4 Jam) yang
dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di dalam wilayah l(abupaten Musi
Rawas diberikan uang saku maksumum sebesar Rp. 1OO.OOO,-

/hari untuk PNS/Non PNS, dan bagi PNS yang mendapat uang
saku peserta tidak dapat uang harian perjalanan dinas dari SKPD
yang bersangkutan.

5). Uang pengiriman peserta pelatihan/asistensi/bimtek yang
dilaksanakan oleh instansi penyelenggara diluar I(abupaten Musi
Rawas, uang transport dan uang saku peserta disesuaikan dengan
standar biaya perjalanan dinas sedangkan biaya kontribusi
pelatihan/ asistensi/bimtek disesuaikan dengan ketenhran instansi
penyelenggara.

D. BIAYA PER"'AI"ANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mempedomani Perattrran Menteri
Keuangan Nomor: 37lPM.2l 2OL2 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2Ol3 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
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UIMPIRAN Itr : PERATURAN BI,PATI MUSI RAWAS
NOMOR : 2I TAHUN 2oL2
TANGGAL : 2J OI(TOBER 2Ot2

BTAYA TRANSPORTASI PER.'AI.ANAN DINAS DEWAN PERII'AKII,AN RAKYTAT
DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIHL TAH[.'N AT'IGGARAN 2013

NO

KOTA SATUAT{ BI.AYA TIKEf,
PESAWAT

BIAYA TIKET
KENDARAAN

DARATASAL TUJUAN BIsMs (Bp)
EKONOMI

(Rp)

(il el {31 (4| (sl f6t

1.
Muara
Bcliti Palembanc 1.500.000.- 500.ooo.-

2.
Muara
Beliti I(arru Acune sfi).(xx).-

3. Muara Beliti Ocan llir 500.0oo.-

4. Muara Beliti Prabumulih 500.oo0.-

5. Muara Beliti Bahrraia flrc.ooo.-

6. Muara Beliti Martapura 500-fin--

7. Muara Be[ti Muara Dua 750.(xn.-

8. Muara Beliti Muara Enim 5q).(x)o.-

9. Muara Beliti Latrat 400.ooo.-

10. Muara Betti Pasar Alam sfi).(xn.-

11. Muara Beliti Banvu Asin 500.ooo.-

t2. Muara Beliti Sekaw 400.ooo.-

13. Muara Beliti Empat Larrang 250.fin--

t4. Muara Beliti Jakarta 3.861.(xn.- 2.218.OOO.- r.000.qn.-

15. Muara Beliti Bandar Lampunc 4.93r.OOO.- 2.760.OOO.- 900.(xn.-

16. Muara Beliti Jambi 4.6ro.fix).- 2.580.OOO.- 850.OOO.-

t7. Muara Beliti Batam 7.145.0@.- 3.936.OOO.-

18. Muara Be[ti Pekarr Barr 6.580.OOO.- 3.580.O@.-

19 Muara Be[ti Padans 6.580.000.- 3,580.0@,- 1.250.000,-

20. Muara Be[ti Medan 7.460.(x}0.- 3.880.000.- r.500.0@.-

2t. Muara Beliti Banda Aceh 7.690.OOO.- 4.450.OOO.- 1.750.OOO.-

22. Muara Beliti Panckal Pinanc 5.450.OOO.- 3.O50.000.-
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NO

KOTA SATUAN BI,AYA TIKET
PESA1VAT BI.AYA TIKET

KENDARAAN
DARATASAL TUJUAN BISMS (Rp)

EKONOMI
Rp)

frl et (3) @l (s) (6t

23. Muara Beliti Bandung 4.385.OOO.- 2.631.O00.- 1.r50.000.-

24. Muara Beliti Semarang 6.250.OOO-- 3.305.OOO.-

25. Muara Befiti Solo 6.236.OOO.- 3.444.OOO.-

26. Muara Beliti Josiakarta 6.460.OOO.- 3.380.000.-

27. Muara Be[ti Surabaya 7.690.OOO.- 3.744.OOO,-

28. Muara Beliti Denpasar 7.541.OOO.- 4.278.O@.-

29. Muara Beliti Kupang 8.800.ooo.- 4.750.OOO.-

30. Muara Beliti Biak 14.420.OOO,- 7.590.ooo,-

3r. Muara Befiti Jayapura 14.840.OOO.- 8.r50.ooo.-

32. Muara Belit Balikpapan 9.894.OOO.- 5.220.OOO.-

33 Muara BeEti Kendari 9.685.OOO.- 5.102.ooo.-

34. Muara Beliti Manado 12.504.OOO.- 5.926.OOO.-

35. Muara Beliti Mataram 7.551.O00.- 4.246.OOO.-

36. Muara Bcliti Malcasar 9.956.OOO.- .+.781.OOO.-

37. Muara Beliti Pontianak 6.685.OOO.- 3.840.OOO.-

38. Muara Beliti Baniar Masin 7.498.OO0.- 4.O22.OOO.-

39. Muara BeEti Timika r5.21o.o00.- 8.076.OOO.-

40. Muara Beliti Palangkaraya 7.252.OOO.- 4.O22.OOO.-

41. Muara Beliti Palu 8.740.OOO.- 4.780.OOO.-

42. Muara Befiti Ambon 12.420.0oo-- 6.620.OOO.-

o


